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PEDOMAN WAWANCARA 
INFORMAN KUNCI 

 

Identitas Responden  

Nama   :  

Umur   : 

Jenis Kelamin   :  

Pendidikan   :  

Riwayat Pekerjaan  

Bagian Kerja    :  

Masa Kerja    : 

1. Komunikasi antar Pelaksana Kesehatan Program Posbindu PTM 

Probing: 

a) Bagaimana pelaksanaan Posbindu PTM pada Puskesmas,kota 

Makassar ? 

b) Apakah pernah dilakukan sosialisasi tentang standar-standar atau 

indikator-indikator kinerja kebijakan program Posbindu PTM pada 

wilayah Kerja Puskesmas ? 

c) Bagaimana kejelasan Penyebaran informasi berupa sosialisasi pada 

Program Posbindu PTM pada Puskesmas Kapasa bergerak dengan 

konsisten  ? 

d) Bagaimana mekanisme sosialisasi kebijakan Program Posbindu PTM 

Puskesmas ? 

e) Siapa yang dilibatkan dalam kegiatan sosialisasi pada program 

kebijakan Program Posbindu PTM Puskesmas ? 

2. Sumber Daya 

 Probing: 

a) Bagaimana ketersediaan SDM pelaksanaan program Posbindu PTM 

Puskesmas ? Apakah telah cukup terpenuhi ? 

b) Bagaimana ketersediaan anggaran dalam mendukung program 

Posbindu PTM Puskesmas ? Apakah telah cukup sesuai kebutuhan ? 

Lampiran 2 

 



 
 

 
 

c) Bagaimana waktu pelaksanaan dan ketersediaan fasilitas untuk 

mendukung pelaksanaan program program Posbindu PTM Puskesmas 

? Apakah telah terpenuhi sesuai standar ? 

3. Karakteristik Badan Pelaksana 

Probing: 

a) Apakah ada buku pedoman/juknis tentang Program Posbindu PTM 

Puskesmas ? 

b) Apakah ada SOP berlaku pada pelaksanaan program Posbindu PTM 

Puskesmas ? 

c) Apakah ada struktur organisasi yang dibentuk pada  pelaksanaan 

Posbindu PTM Puskesmas ? 

d) Apakah ada koordinasi antara instansi/lembaga/sektor terkait pada 

pelaksanaan Posbindu PTM Puskesmas ? 

e) Apakah ada kegiatan pengawasan pada pelaksanaan Posbindu PTM 

Puskesmas ? 

4. Disposis atau sikap pelaksana 

Probing : 

a) Bagaimana peran aktif pelaksana Posbindu PTM Puskesmas ? 

b) Bagaimana komitmen pelaksana Posbindu PTM Puskesmas ? 

c) Apakah ada kendala dalam pelaksanaan tugas, wewenang dan 

tanggung jawab terkait Posbindu PTM Puskesmas ? 

 

 



 
 

 
 

 

 

PEDOMAN WAWANCARA 

INFORMAN PENDUKUNG (KADER KESEHATAN) 

 

1. Komunikasi antar Pelaksana Kesehatan Program Posbindu PTM 

a. Bagaimana pelaksanaan Posbindu PTM Puskesmas, kota Makassar ? 

Probing: Hal tersebut yaitu Bagaimana pelaksanaan Posbindu PTM 

Puskesmas Kapasa.   

b. Menurut Bapak/Ibu, Bagaimana mekanisme pemberian sosialisasi 

serta koordinasi yang dilakukan pada implementasi kebijakan tentang 

Posbindu PTM Puskesmas Kapasa, Kota Makassar ? 

Probling: Hal tersebut yaitu penetapan mengenai Standar, cakupan 

dan tujuan pelaksanaan Posbindu PTM Puskesmas Kapasa, Kota 

Makassar. Bagaimana Penyebaran informasi berupa sosialisasi atau 

persamaan persepsi dalam rangka mensosialisasikan kebijakan 

Posbindu PTM Puskesmas Kapasa.  

c. Menurut Bapak/Ibu, Bagaimana kejelasan dan keseragaman informasi 

kegiatan Posbindu PTM Puskesmas Kapasa, kota Makassar ?  

Probing: Hal tersebut yaitu, koordinasi dan keseragaman informasi. 

Apakah ada kendala dalam  hal tersebut. 

2. Sumber daya  

a. Bagaimana argumen Bapak/Ibu, tentang sumber daya manusia yang 

tersedia pada kegiatan Posbindu PTM Puskesmas Kapasa, Kota 

Makassar ?  

Probing: Hal tersebut yakni kualitas sumber daya manusia yaitu 

kecukupan SDM serta berhubungan pada keahlian, pengabdian, dan 

komptensi pada kegiatan Posbindu PTM Puskesmas Kapasa, kota 

Makassar. Apakah ada pelatihan yang diberikan kepada petugas 

kesehatan dan kader kesehatan pada Program Posbindu PTM 

tersebut. 

b. Bagaimana pendapat Bapak/Ibu, mengenai sumber daya finansial 

(dana) berupa anggaran untuk pembiayaan operasional pada program 

Posbindu PTM di wilayah kerja Puskesmas Kapasa, Kota Makassar ?  



 
 

 
 

Probing: Hal tersebut yakni sumber daya finansial (dana) yaitu berupa 

anggaran untuk kegiatan Posbindu PTM Puskesmas Kapasa, Kota 

Makassar. Apakah tersedia dana khusus atau dana lain dari lintas 

sektor dalam kegiatan Posbindu PTM puskesmas Kapasa tersebut. 

Apakah terdapat hambatan dana atau pembiayaan Program Posbindu 

PTM  tersebut. 

c. Bagaimana pendapat Bapak/Ibu, mengenai sumber daya waktu dan 

fasilitas pada kegiatan Posbindu PTM Puskesmas Kapasa, kota 

Makassar ?  

Probing: Dalam hal ini sumber daya waktu yaitu waktu dan jadwal 

pelaksanaan kegiatan Posbindu PTM Puskesmas Kapasa kota 

Makassar. Apakah waktu pelaksanaanya rutin dilakukan. Apa saja 

fasilitas yang digunakan pada Posbindu PTM Puskesmas Kapasa dan 

Bagaimana dukungan pemerintah terhadap Posbindu PTM Puskesmas 

Kapasa.  

3. Karakteristik Badan Pelaksana  

a. Bagaimana argumen Bapak/Ibu, tentang skruktur Organisasi pada 

kegiatan Posbindu PTM Puskesmas Kapasa, kota Makassar ? 

Probing: Dalam hal ini yaitu susunan struktur birokasi yaitu sebagai 

acuan tugas, fungsi serta wewenang dan pembagian tugas pada 

Posbindu PTM Puskesmas Kapasa, Kota Makassar.  

b. Bagaimana menurut Bapak/Ibu, mengenai mekanisme SOP (Standar 

Operasional Prosedur) yang berlaku pada kegiatan Posbindu PTM 

Puskesmas Kapasa, kota Makassar? 

Probing: Hal tersebut yaitu untuk memberikan pedoman kerja agar 

aktivitas dapat terkontrol secara sistematis pada Posbindu PTM 

Puskesmas Kapasa, kota Makassar. Siapa yang bertanggung jawab 

terhadap program Posbindu PTM tersebut.  

c. Apakah ada koordinasi antara instansi/lembaga/lintas sektor terkait 

dalam melaksanakan Posbindu PTM Puskesmas ? 

Probing :Hal tersebut yakni koordinasi dengan instansi/ lembaga/sektor 

terkait dalam melaksanakan program posbindu PTM diwilayah kerja 

puskesmas Kapasa. 

d. Apakah ada kegiatan pengawasan kegiatan Posbindu PTM 

Puskesmas ? 

Probing: Hal ini yakni pengawasan dari petugas kesehatan pada 

kegiatan Posbindu PTM Puskesmas Kapasa. 

4. Disposisi atau Sikap Pelaksana  

a. Bagaimana peran aktif pelaksana Posbindu PTM Puskesmas ? 

Probing: Hal tersebut yakni peran pelaksana kegiatan Posbindu PTM 

Puskesmas Kapasa. 

b. Bagaimana komitmen pelaksana Posbindu PTM Puskesmas ? 

 Probing:  Hal ini yakni komitmen pelaksana Posbindu PTM Puskesmas 



 
 

 
 

Kapasa. 

c. Apakah ada kendala pelaksanaan tugas, wewenang dan tanggung 

jawab terkait Posbindu PTM Puskesmas ? 

 Probing: Hal ini yaitu kendala-kendala selama melaksanakan kegiatan 

Posbindu PTM Puskesmas Kapasa. 

 

 

 

 



 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PEDOMAN WAWANCARA  

 

INFORMAN PENDUKUNG  

(MASYARAKAT YANG MENGIKUTI KEGIATAN POSBINDU PTM DI 

WILAYAH KERJA PUSKESMAS KAPASA)  

 

Identitas Responden  

Nama :  

Umur : 

Jenis Kelamin  :  

Pendidikan :  

1. Komunikasi  

Bagaimana argumen Bapak/Ibu, tentang kejelasan kegiatan Posbindu PTM 

Puskesmas Kapasa, kota Makassar ? 

Probing: Dalam hal ini penyajian informasi mengenai Posbindu PTM 

Puskesmas Kapasa, kota Makassar. Adakah kegiatan sosiallisasi Posbindu 

PTM Puskemas Kapasa. Apakah Bapak/Ibu ketahui mengetahui kegiatan 

Posbindu PTM tersebut. 

2. Sumber Daya  

a. Bagaimana argumen Bapak/Ibu, tentang sumber daya manusia (Kader 

dan Petugas PTM Puskesmas) yang tersedia pada Posbindu PTM 

Puskesmas Kapasa, kota Makassar ? 

Probing: Hal ini  yaitu kualitas sumber daya manusia yaitu keberadaan 

kader kesehatan dan petugas program PTM Puskesmas serta 

keterampilan, dedikasi, profesionalitas dan kompetensinya kegiatan 

Posbindu PTM Puskesmas Kapasa, kota Makassar. 

b. Apakah Bapak/Ibu, mengetahui sumber daya finansial (dana) berupa 

anggaran untuk pembiayaan operasional kegiatan Posbindu PTM 

Puskesmas Kapasa, kota Makassar ?  

Probing: Hal tersebut yakni sumber daya finansial (dana) yaitu berupa 

anggaran pada kegiatan Posbindu PTM Puskesmas Kapasa, Kota 

Makassar. 



 
 

 
 

c. Bagaimana pendapat Bapak/Ibu, mengenai sumber daya (waktu) 

kegiatan Posbindu PTM Puskesmas Kapasa, kota Makassar ?  

Probing: Hal ini yaitu sumber daya waktu yaitu jadwal pelaksanaan tiap 

bulannya pada kegiatan Posbindu PTM Puskesmas Kapasa, kota 

Makassar. Apa saja alat ukur kesehatan yang bapak/ibu diberikan pada 

program Posbindu PTM tersebut? Adakah tempat khusus untuk 

kegiatan Posbindu PTM tersebut? 

3. Disposisi atau Sikap Pelaksana  

a. Bagaimana menurut Bapak/Ibu, mengenai sikap petugas kesehatan 

terhadap memberikan layanan medis  ? 

Probing: Hal tersebut yakni sikap petugas kesehatan atau kader 

kesehatan yang memberikan pelayanan pada kegiatan Posbindu PTM 

Puskesmas Kapasa, kota Makassar. 

b. Menurut Bapak/Ibu, apa manfaat yang diperoleh atau yang dirasakan 

selama mengikuti kegiatan Posbindu PTM  Puskesmas Kapasa, kota 

Makassar ? 

c. Menurut Bapak/Ibu, apa harapan kedepannya pada kegiatan Posbindu 

PTM Puskesmas Kapasa, kota Makassar tersebut, sebutkan 

harapanya ? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

TELAAH DOKUMEN 

No Jenis Data Dokumen 
Keterangan 

1 2 3 

1 
Peraturan Menteri Kesehatan No. 71 

tahun 2015 tentang penanggulangan 

Penyakit Tidak Menular 

Peraturan Menteri Kesehatan Republik 
Indonesia 

√ 
  

2 
Undang-Undang Kesehatan RI Nomor 

36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan 
Undang-undang Republik Indonesia √ 

  

3 
Buku Manajemen PTM 2020 

Dinas Kesehatan Kota Makassar √ 
  

4 
Pedoman PANDU 

Dinas Kesehatan Kota Makassar √ 
  

5 
SOP Pelaksanaan Posbindu PTM Dinas Kesehatan Kota Makassar √   

6 
SK Tim Posbindu PTM 

Kelurahan Kapasa Raya  
 

 
 

√ 

7 
SK Tim Posbindu PTM 

Kelurahan Kapasa   
  

√ 

8 Pelaporan dan Pencatatan Puskesmas Kapasa  √  

Keterangan: 

1 = Ada dan Lengkap 

2 = Ada dan Tidak Lengkap 

 3 = Tidak Ada 

Lampiran 3 

 



 
 

 
 

LEMBAR OBSERVASI 

No. Aspek/Dimensi Indikator Tersedia 

Ya Tidak 

1. Komunikasi  1. Ada sosialisiasi yang dilakukan pada Program Posbindu 
PTM. 

√  

2. Ada poster dan brosur mengenai Program Posbindu PTM.  √ 

2. Sumber daya a) Ada SDM pada Program Posbindu PTM. 

 

√  

b) Ada pelatihan yang diberikan kepada kader-kader 

kesehatan. 

√  

c) Ada jadwal pada program Posbindu PTM kerja Puksesmas 

Kapasa. 

√  

d) Ada sarana dan prasana pada program Posbindu PTM 

Puksesmas Kapasa. 

 √ 

3. Badan Karakteristik Pelaksana a) Melakukan program sesuai dengan SOP yang telah di 
tetapkan dalam Implementasi Posbindu PTM Puskesmas 
Kapasa. 

√  

b) Peran Lintas Sektor.  √ 

c) Ada kebijakan dari pemimpin yang menguatkan dalam 
menjalankan program. 

 √ 

4 Disposisi atau Sikap Pelaksana a) Adanya pembegian tugas yang diberikan pengelola program 
dilapangan. 

√  

b) Mendapatkan dukungan dari pemerintah setempat.  √ 

c) Adanya laporan khusus yang dibuat oleh penagnggung 
jawab program. 

 √ 
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MATRIKS HASIL WAWANCARA PENELITIAN KUALITATIF 

ANALISIS IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PROGRAM POS PEMBINAAN TERPADU PENYAKIT TIDAK MENULAR 
DI WILAYAH KERJA PUSKESMAS KAPASA KOTA MAKASSAR 

(INFORMAN KUNCI) 

 
1. Komunikasi antar Pelaksana Kesehatan Program Posbindu PTM 

a. Bagaimana pelaksanaan Posbindu PTM pada Puskesmas,kota Makassar ? 

No Informan Data Emik 
Reduksi 

Konsep Emik Konsep Etik 
Preposisi 

1 DIU, 45 thn mekanismes pelaksanaan Posbindu 
itu, berdasarkan namanya Plen Of 
Action, jadi ada perencanaan sebelum 
tahun berjalan 

Pelaksanaan Posbindu PTM di 
puskesmas Kapasa sudah 
berjalan setiap satu bulan dua kali 
pertemuan dan sebelumnya telah 
membuat Plan of action  untuk 
Posbindu serta peningkatan 
kapasitas petugas dari dinas 
setiap satu tahunnya.  

Program Posbindu 
PTM ini bertujuan 
untuk meningkatkan 
partisipasi masyarakat 
dalam pencegahan 
dan penemuan faktor 
resiko PTM dini (Anita, 
2022). 

Di wilayah 
Puskesmas Kapasa, 
Program Posbindu 
PTM melakukan 
kegiatan dengan 
dua pertemuan 
setiap bulan. 

2 HER, 43 thn Pelaksanaanya seperti biasa, kita 
laksanakan setiap sebulan dua kali. 

3 VAA, 38 thn Kalau pengelola kita biasa ada 

pertemuan namanya peningkatan 

kapasitas petugas biasa kita 

laksanakan satu  kali satu tahun 

tujuannya itu biasanya kita mau 

update informasi terbaru kadang 

terkait dengan sasaran atau disitu juga 

kita sekalian monev untuk capaiannya 

mereka berapa persen yang sudah 

mereka capai dari target mereka satu 

tahunnya. 

 
b. Apakah pernah dilakukan sosialisasi tentang standar-standar atau indikator-indikator kinerja kebijakan program Posbindu PTM pada wilayah Kerja 

Puskesmas ? 

No Informan Data Emik 
Reduksi 

Konsep Emik Konsep Etik 
Preposisi 

1 DIU, 45 thn sosialisasi secara khusus tidak ada Sering melaksanakan sosialisasi Untuk mencapai Sosialisasi sangat 

Lampiran 5 

 



 
 

 
 

tetapi kita pernah melakukan loka 
karya lintas sektor yang dihadiri oleh 
pemerintah setempat dalam hal ini 
camat, kelurahan,RT,RW dan kader-
kader serta tokoh masyarakat untuk 
menyampaikan mengenai  program 
Posbindu. 

tentang Posbindu PTM ke 
masyarakat dan melakukan 
sosialisasi ke petugas setiap satu 
tahun sekali. 

kesepakatan 
bersama,yakni penyel
enggaraan Posbindu 
PTM, sosialisasi 
merupakan tahapan 
awal dalam proses 
advokasi (Ni‟mah, 
2020). 

penting untuk 
menyebarluaskan 
informasi mengenai 
pelaksanaan 
Posbindu PTM. 

2 HER, 43 thn sebelum pelaksanaan kita 
melakukan sosialisasi contohnya 
pemberitahuan sebelum kegiatan 
Posbindu. 

    3 
VAA, 38 thn Ya pernah dilaksanakan sosialisasi  

setiap satu tahun sekali. 

 
c. Bagaimana kejelasan Penyebaran informasi berupa sosialisasi pada Program Posbindu PTM pada Puskesmas Kapasa bergerak dengan konsisten  ? 

No Informan Data Emik 
Reduksi 

Konsep Emik Konsep Etik 
Preposisi 

1 DIU, 45 thn sejauh ini setahu saya seragam jadi 
selain dari puskesmas juga ada 
beberapa kader yang kita berdayakan 
untuk di Posbindu untuk 
menyampaikan sosialisasinya. 

Dalam  penyebaran sosialsisasi 
Posbindu PTM dikatakan jelas dan 
konsisten.  

kejelasan dan 
stabilitas merupakan 
komponen yang 
mendasar dalam 
program implementasi 
komunikasi 
(Wulandari, 2022). 

Dalam penyampaian 
sosialisasi kegiatan 
Posbindu PTM di 
Kapasa, para 
pelaksanan sudah 
melakukannya ke ke 
kader maupun 
masyarakat sekitar. 

2 HER, 43 thn setiap turun lapangan kita 
sosialisasikan dan setiap ada 
program lain juga kita sosialisasikan 
mengenai tanggal dilaksanakan 
Posbindu dan kami juga melakukan 
penyuluhan dan edukasi. 

3 VAA, 38 thn sebenarnya sosialisasi sudah sering 

dilakukan kepada kepala puskesmas, 

dokter poli, pengelola program, kader 

ataupun masyarakat umum jadi yang 

perlu kita lakukan sekarang itu 

peningkatan kapasitas petugas. 

 
 

 



 
 

 
 

d. Bagaimana mekanisme sosialisasi kebijakan Program Posbindu PTM Puskesmas ? 

No Informan Data Emik 
Reduksi 

Konsep Emik Konsep Etik 
Preposisi 

1 DIU, 45 thn sosialisasinya dalam bentuk loka 
karya lintas sektor atau sosialisasi 
langsung ke masyarakat melalui 
kader-kader dan petugas Posbindu. 

Menanisme sosialisasi pelaksana 
di Puskesmas Kapasa yaitu 
melakukan sosialisasinya dalam 
bentuk mini loka karya dan 
ceramah sedangkan untuk dinas 
melakukan peningkatan kapasitas  
serta monitoring evaluasi ke 
petugas di puskesmas. 

Untuk meningkatkan 
kesadaran dan minat 
untuk berkunjung ke 
Posbindu PTM, 
pimpinan wilayah, 
yakni camat, kepala 
desa, dan lurah, 
seharusnya secara 
teratur 
mempromosikan dan 
menyebarkan PTM 
dan manfaatnya 
kepada masyarakat 
(Ewilda et al., 2020). 

Sosialisasi Posbindu 
PTM merupakan 
factor komunikasi 
yang penting dalam 
suatu penerapan 
kebijakan 
memberikan 
pengetahuan dan 
pemahaman ke 
petugas dan kepada 
masyarakat. 

2 HER, 43 thn Bentuk penyampaiannya seperti 
ceramah. 

  3 VAA, 38 thn peningkatan kapasitas  untuk petugas 
tiap tahun kita laksanakan itu minimal 
satu kali untuk pengelola program 
untuk mengupdate informasi yang 
terbaru sekalian kita melakukan 
monitoring evaluasi eee capaian 
mereka untuk satu tahun. 

 

e. Siapa yang dilibatkan dalam kegiatan sosialisasi pada program kebijakan Program Posbindu PTM Puskesmas ? 

 

No Informan Data Emik 
Reduksi 

Konsep Emik Konsep Etik 
Preposisi 

1 DIU, 45 thn pemerintah setempat, kecamatan, 
kelurahan, RT,RW, tokoh masyarakat 
malau biasa juga kita juga undang 
juga dari sekolah-sekolah atau 
instansi-instansi yang lain. 

Semua orang terlibat dalam 
Pelaksanaan Posbindu PTM baik 
di Dinas, puskesmas maupun di 
kelurahan dan masyarakat. 

Pihak yang terlibat 
dalam implementasi 
program Posbindu 
PTM mesti tahu apa 
yang mereka lakukan, 
yang akan membantu 
mereka 
mengutarakan informa
si dalam proses 
komunikasi. Ini dapat 
berpengaruh 
pada implementasi 
yang efektif (Sudarcun 
at al, 2020). 

Petugas 
melakuakan 
kerjasama untuk 
melaksanakan 
kegiatan dan 
mengarahkan 
masyarakat 
mengetahui dan 
memahami 
pentingnya 
pemeriksaan 
kesehatan  PTM 
melalui Posbindu 
PTM. 

2 HER, 43 thn Kader  dan petugas, 

  3 VAA, 38 thn dinas kesehatan kota untuk kebijakan 
dari provinsi untuk program teknis,  
petugas puskesmas atau kepala 
puskesmas, kader serta masyarakat 
umum. 

 



 
 

 
 

 
2. Sumber Daya 

a. Bagaimana ketersediaan SDM pelaksanaan program Posbindu PTM Puskesmas ? Apakah telah cukup terpenuhi ? 

No Informan Data Emik 
Reduksi 

Konsep Emik Konsep Etik 
Preposisi 

1 DIU, 45 thn kalau kader biasanya dari 
masyarakat setempat karena mereka 
kita anggap lebih tau kondisi-kondisi 
yang berada di masyarakat tersebut. 

Dalam ketersediaan SDM di 
Puskesmas Kapasa sudah cukup 
namun sebagian tidak aktir 

Sumber daya 
merupakan suatu 
komponen yang paling 
penting yang harus 
dimiliki oleh setiap 
individu, karena dalam 
hal ini sumber daya 
akan mempengaruhi 
keberhasilan sebuah 
implementasi 
kebijakan/ program 
(Anita, 2022). 

Ketersediaan SDM 
pada pelaksanaan 
Posbindu PTM 
sangat 
mempengaruhi 
banyak sedikitnya 
masyarakat yang 
mengikuti kegiatan 
Posbindu tersebut. 

2 HER, 43 thn untuk SDM nya masih kurang aktif 
maka dari itu saya melaksanakan 
Posbindu PTM masih mengikuti 
dengan program kesehatan lainnya. 

  3 VAA, 38 thn pemilihan kader itu sebenarnya sudah 
dibawah otoritas puskesmas masing-
masing dan kebijakannya tergantung 
juga situasi SDM nya tetapi rata-rata 
pengelola program memegang lebih 
dari satu program. 

 
b. Bagaimana ketersediaan anggaran dalam mendukung program Posbindu PTM Puskesmas ? Apakah telah cukup sesuai kebutuhan ? 

No Informan Data Emik 
Reduksi 

Konsep Emik Konsep Etik 
Preposisi 

1 DIU, 45 thn Dana mengenai Program-program di 
Puskesmas dari dana BOK. 

Adanya ketersediaan anggaran 
sudah cukup untuk mendukung 
Program Posbindu PTM di wilayah 
kerja Kapasa. 

peneran program 
kebijakan 
memerlukan dana 
yang mencukupi 
(Ni‟mah, 2020). 

Ketersediaan 
anggaran yang 
memadai akan 
mendukung program 
Posbindu PTM. 

2 HER, 43 thn Anggarannya dari BOK dan sangat 
cukup, 

  3 VAA, 38 thn Dana dari kami hanya dana DAK fisik 
untuk perlatan KIT dan Non Fisik 
untuk pemeriksaan gula darah 
kemudian ada juga dana dari APBD 
untuk operasional. Untuk dana di 
puskesmas mereka ada dari dana 
BOK jadi kami cuma supplay untuk 
KIT dan kami cuma dukungan 

 



 
 

 
 

 
c. Bagaimana waktu pelaksanaan dan ketersediaan fasilitas untuk mendukung pelaksanaan program program Posbindu PTM Puskesmas ? Apakah telah 

terpenuhi sesuai standar ? 

No Infor man Data Emik 
Reduksi 

Konsep Emik Konsep Etik 
Preposisi 

1 DIU, 45 thn sarana dan prasaranya itu masalah 
tempatnya sudah ada di ditempat-
tempat Posyandu tapi untuk 
permanenya itu belum ada khusus 
untuk Posbindu tetapi biasanya di 
tempat yang kita melakukan Posyandu 
Balita atau biasa juga di tempat yang 
sudah di tetapkan oleh RT,RW 
setempat atau masyarakat setempat 
dimana kita dibutuhkan untuk 
melaksanakan Posbindu. 

 
Untuk fasilitas tempat  kegiatan 
Posbindu PTM belum ada yang 
permanen dan fasilitas alat 
kesehatanya tidak ada. 

Setiap pelayanan 
kesehatan harus 
mempunyai dan 
melengkapi kebutuhan 
sarana dan prasarana 
sehingga kualitas dan 
kuantitas sarana dan 
prasarana harus 
diperhatikan untuk 
menetapkan kegiatan 
pelayanan kesehatan 
dikerjakan  dengan 
baik  (Kadir dan 
Prasetyo, 2022). 

Fasilitas berupa 
tempat dan ala 
kesehatan sangat 
penting untuk 
mendukung 
terselenggaranya 
kegiatan Posbindu 
PTM.  

2 HER, 43 thn Fasilitas untuk tempatnya kami cuma 
di rumah warga kalau untuk alatnya 
saya meminjam dari alat-alat 
pemeriksaan Lansia. Alat-alat kami 
tidak lengkap dimana tensi sudah 
rusak padahal sudah diajukan naik ke 
dinas tapi belum turun anggarannya. 

  3 VAA, 38 thn Iya kembali lagi di puskesmas masing-
masing untuk jadwalnya disesuaikan 
dengan jumlah Posbindu dan jumlah 
tenaga di puskesmas, mereka juga 
banyak merangkap program jadi 
mereka itu harus atur jadwal sebaik 
mungkin supaya program terlaksana. 

 
3. Karakteristik Badan Pelaksana 

 
a. Apakah ada buku pedoman/juknis tentang Program Posbindu PTM Puskesmas ? 

No Informan Data Emik 
Reduksi 

Konsep Emik Konsep Etik 
Preposisi 

1 DIU, 45 thn Ya ada. Dari semua informan mengatakan Buku panduan Pedoman Posbindu 



 
 

 
 

2 HER, 43 thn Ya ada dalam bentuk file dari dinas. terdapat pedoman tentang 
Posbindu PTM. 

Posbindu PTM adalah 
sebuah buku yang 
berisi tentang 
informasi pelaksanaan 
posbindu dan 
beberapa penyakit 
yang menyertai para 
lansia berfungsi untuk 
menyampaikan 
informasi atau pesan 
kesehatan (Indarjo et 
al, 2020). 

PTM sangat penting 
untuk dimiliki oleh 
setiap puskesmas. 

  3 VAA, 38 thn Ada sekarang paperless di share ke 
puskesmas itu dalam bentuk file. 

 
b. Apakah ada SOP berlaku pada pelaksanaan program Posbindu PTM Puskesmas ? 

No Informan Data Emik 
Reduksi 

Konsep Emik Konsep Etik 
Preposisi 

1 DIU, 45 thn sudah ada standar Prosedurnya 
sebenarnya itu petugas-petugas PTM 
sudah dilatih jadi mereka sudah tau 
bagaimana pemeriksaan untuk PTM. 

Terdapat SOP yang diberikan 
dalam pelaksanaan Posbindu 
PTM. 

SOP (Prosedur 
Operasional Standar) 
adalah dokumen 
prosedur kegiatan 
yang mudah dipahami 
agar menjadi acuan 
pelaksana atau 
pelaksana kegiatan 
program. (Wuladari, 
2022). 

Program Posbindu 
PTM dapat 
berlangsung dengan 
SOP yang baik di 
Puskesmas. 2 HER, 43 thn Pedomannya ada dalam bentuk file 

dari dinas dan untuk SOP nya kami 
juga ada sendiri. 

3 VAA, 38 thn Ada SOP nya tapi SOP itu dia sifatnya 
tergantung puskesmas dengan 
situasinya jadi yang penting di 
dalamnya itu sudah tertuang 5 
kegiatan pokoknya Posbindu jadi SOP 
itu tidak bilang harus kaku tergantung 
puskesmas dan situasi Posbindunya 
kalau di PTM. 

 
c. Apakah ada struktur organisasi yang dibentuk pada  pelaksanaan Posbindu PTM Puskesmas ? 

No Informan Data Emik 
Reduksi 

Konsep Emik Konsep Etik 
Preposisi 

1 DIU,45 thn menurut dari pemegang program itu 
belum ada struktur organisasinya. 

Dalam pelaksanaan Posbindu 
PTM untuk struktur organisasi 
terdapat dua informan 

Struktur birokrasi 
merupakan elemen 
yang menjadi 

Adanya stuktur 
organisasi 
merupakan bagian 2 Her, 43 thn kalau struktur organisasinya saya 



 
 

 
 

belum bikin-bikin, saya hanya jalan 
otomatis saja yang penting dia jalan. 

mengatakan ada dan satu 
informan mengatakan belum ada. 

penyelenggara 
implementasi 
kebijakan terebut 
(Anita, 2022) 

dari implementasi 
Program Posbindu 
PTM namun, tidak 
adanya stuktur 
organisasi akan sulit 
dalam 
pertangungjawaban 
setiap orang yang 
terlibat di dalamnya 
dan pembagian 
kerja Posbindu PTM 
tidak jelas dan 
merata. 

3 VAA, 38 thn Iya Puskesmas mereka ada SK, 
namanya SK Posbindu kalau awal 
tahun pasti mereka bikin SK pengelola 
dan SK kegiatan. 

 
d. Apakah ada koordinasi antara instansi/lembaga/sektor terkait pada pelaksanaan Posbindu PTM Puskesmas ? 

No Informan Data Emik 
Reduksi 

Konsep Emik Konsep Etik 
Preposisi 

1 DIU, 45 thn iya alhamdulliah ada, kita ini bersyukur 
di wilayah Kapasa ini pemerintah 
setempat dalam hal ini pak lurah itu 
sangat-sangat kooperatif dan banyak 
mendukung kegiatan-kegiatan di 
puskesmas. 

Adanya koordinasi antara pihak 
pemerintah setempat dalam 
pelaksanakan Posbindu PTM. 

keterlibatan lintas 
sektor dan 
memajukan kesehatan 
dan kapasitas 
organisasi  (Sicilia et 
al., 2018). 

Koordinasi antara 
pihak setempat 
guna mendukung 
Posbindu PTM di 
Puskesmas. 

2 HER, 45 thn tentu ada sebelum kita bangun 
Posbindu pasti dikoordinasikan 
dengan kelurahan dulu sama RW 
tetap itu semua dikoordinasikan. 

3 VAA, 38 thn iyaa ada karena sekarang ada 
namanya posbinndu institusi di 
puskesmas. 

 

e. Apakah ada kegiatan pengawasan pada pelaksanaan Posbindu PTM Puskesmas ? 

No Informan Data Emik 
Reduksi 

Konsep Emik Konsep Etik 
Preposisi 

1 DIU, 45 thn untuk tahun depan mungkin baru kita 
anggarkan untuk bisa kita turun 
pengawasan dari pihak manajemen 

Untuk pengawasan dari dinas ada 
tetapi untuk pengawasan 
puskesmas yang jarang dilakukan 

Pengawasan dan 
Monitoring bertujuan 
untuk 

Kegiatan 
pengawasan dari 
puskesmas Kapasa 



 
 

 
 

Puskesmas selama ini kita tidak ada 
pengawasan turun secara langsung 
tetapi tetap ada ada 
masuk,laporannya dari pemegang 
programnya dilaporkan ke puskesmas. 

pada pelaksanaan Posbindu PTM. menetapkan apakah 
kegiatan berjalan 
sesuai dengan 
perencanaan, apakah 
akhirnya sesuai 
dengan target yang 
diharapkan, 
mendeteksi masalah 
dan hambatan, dan 
menentukan jalan 
keluar untuk masalah 
(Ni‟mah, 2020). 

untuk kegiatan 
Posbindu PTM 
jarang dilakukan. 

2 HER, 43 thn Saya jarang mengawasi karena 
mereka sudah tau tugasnya masing-
masing, tinggal apa yang kurang atau 
mungkin ada yang mau ditanyakan 
tinggal ditanya ke saya, kita sailing 
melengkapi disitu dan saling 
membantu serta ada pelaporannya. 

3 VAA, 38 thn Dari kami kan kalau di dinas 
kesehatan memang fungsinya kan 
lebih  ke koordinasi, monitoring 
evaluasi kalau kita di dinas jadi kita 
bisa monitoring dan evaluasi 
bagaimana pelaksanaan posbindu di 
lapangan atau puskesmas apakah 
sudah mencapai sasaran apakah 
sudah sesuai dengan eee pedoman 
yang ada tata laksana yang diinginkan 
dari kementrian. 

 
4. Disposisi atau Sikap Pelaksana 

a. Bagaimana peran aktif pelaksana Posbindu PTM Puskesmas ? 

No Informan Data Emik 
Reduksi 

Konsep Emik Konsep Etik 
Preposisi 

1 DIU, 45 thn Ya aktif  Hanya beberapa pelaksana yang 
aktif dalam program Posbindu 
PTM. 

Teori yang disebutkan 
oleh Van Metter dan 
Horn menyampaikan 
bahwa tingkat 
keberhasilan suatu 
kebijakan dipengaruhi 
oleh sikap pelaksana 
(Rahmadani, et al, 
2021). 

petugas yang aktif 
hanya beberapa 
pada program 
Posbindu PTM di 
Puskesmas.  

2 HER, 43 thn Kader hanya beberapa yang aktif. 

3 VAA, 38 thn Dari dinas kesehatan fungsinya 

koordinasi dan mengawasi serta 

melakukan bimbiingan teknis kalau 

ada  puskesmas yang rendah 

capaiannya kita turun langsung ke 

puskesmasnya untuk mengetahui 

kendalanya   



 
 

 
 

 
b. Bagaimana komitmen pelaksana Posbindu PTM Puskesmas ? 

No Informan Data Emik 
Reduksi 

Konsep Emik Konsep Etik 
Preposisi 

1 DIU, 45 thn kadernya dia mengikuti pemeriksaan 
PTM. 

Hanya beberapa informan yang 
berkomitmen mendukung program 
Posbinndu PTM di wilayah kerja 
Puskesmas. 

Pelaksana atau 
implementor program 
Posbindu PTM 
memandang komitme
n  menjadi 
kepribadian yang 
penting (Ratnasari, 
2020). 
 
. 

komitmen para 
petugas pelaksana 
masih kurang dalam 
mendukung 
Program Posbindu 
PTM. 

2 HER, 43 thn Iya kita sudah berkomitmen juga. 

3 VAA, 38 thn saya pribadi dinikmati alhamdulillah 
karena memang sudah menjadi 
tanggung jawab kita akan berusaha 
bagaimana programnya kita ini bisa 
mencapai target ataupun sesuai  yang 
ditetapkan pasti kita berusaha dan 
tetap berkoordinasi dengan atasan 
tetap melakukan pembinaan di 
puskesmas dan tidak henti-hentinya 
kita melakukan pembinaan dengan 
teman-teman puskesmas dan sejauh 
ini alhamdulillah baik-baik saja  
meskipun berat disitu tantangannya 
jadi kita itu meskipun berat dijalani‟. 

 
c. Apakah ada kendala dalam pelaksanaan tugas, wewenang dan tanggung jawab terkait Posbindu PTM Puskesmas ? 

No Informan Data Emik 
Reduksi 

Konsep Emik Konsep Etik 
Preposisi 

1 DIU,45 thn kendalanya untuk kami sekarang 
faktor SDM karena PTM ini luas 
cakupannya jadi kami dari pihak 
manajemen mungkin akan meminta 
tenaga untuk penambahan petugas 
PTM nya. 

Dari semua informan memiliki 
kendala yang berneda-beda 
seperti halnya di Puskesmas yaitu 
kurangnya tenaga untuk petugas 
kesehatan, fasilitas seperti alat 
pengukuran kesehatan serta 
kurangnya partisipasi masyarakat 
setempat dalam mengikuti 
Program Posbindu PTM. 

Teori yang disebutkan 
oleh Van Metter dan 
Horn yakni sikap 
pelaksana 
mempengaruhi tingkat 
keberhasilan 
kebijakan (Rahmadani 
et al, 2021). 

Selaku penanggung 
jawab Posbindu 
PTM di wilayah 
kerjanya, 
puskesmas 
patut memberikan 
pelatihan kepada 
kader, 
apalagi dalam hal 
pengukuran faktor 
risiko PTM, 
pemeriksaan, tindak 
lanjut faktor risiko 

2 HER, 43 thn kendalanya yaitu alat-alat yang kurang 
kemudian kurangnya partisipasi  dari 
masyarakat yang tidak mau ditahu 
penyakitnya serta kurang aktifnya 
kader sehingga kami susah dalam 
pelaksaan  jadi kami kerjakan saja 
yang penting berjalan pelaksanaan 



 
 

 
 

Posbindu tersebut. PTM, dan 
perhitungan IMT 
(indeks masa 
tubuh). Puskesmas 
juga 
melaksanakan evalu
asi (penilaian) 
secara berkala 
terhadap indikator 
tingkat 
perkembangan 
Posbindu PTM di 
wilayah kerjanya 
untuk memastikan 
bahwa hasil dari 
wawancara, 
pengukuran, dan 
pemeriksaan faktor 
risiko PTM. 

3 VAA, 38 thn Kendalanya yaitu susahnya mencapai 
target karena makassar perkotaan 
sehingga susah mencapai sasaran 
terutama di puskesmas apalagi 
sebagian besar orang bekerja pada 
siang hari serta kurang kesadaran dari 
masyarakat atau faktor tingkat 
pengetahuan yang mempengaruhi 
capaian Program Posbindu tersebut 
sehingga dibutuhkan kerjasama yang 
baik dengan lintas sektor dan klinik-
klinik swasta yang berada di 
wilayahnya karena supaya bisa 
dikumpulkan data-data orang yang 
diperiksa. 

 



 
 

 
 

MATRIKS HASIL WAWANCARA PENELITIAN KUALITATIF ANALISIS IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PROGRAM 

POS PEMBINAAN TERPADU PENYAKIT TIDAK MENULAR DI WILAYAH KERJA PUSKESMAS KAPASA KOTA 

MAKASSAR 

(INFORMAN PENDUKUNG) 
KADER KESEHATAN 

 
1. Komunikasi antar  Pelaksana Kesehatan Program Posbindu PTM 

a. Bagaimana pelaksanaan Posbindu PTM Puskesmas, kota Makassar ? 

No Informan Data 
Emik 

Reduksi 

Konsep Emik Konsep Etik 
Preposisi 

1 SRR, 39 thn Seperti yang kita lihat dari awal 

pelaksanaan pada hari H, 

tahap pertama pendataan, 

tahap kedua pengukuran TB dan 

BB , tahap ketiga pencatatan, dan 

langkah keempat pelayanan yang 

sama dengan pemeriksaan dan 

langkah kelima adalah instruksi dan 

penyuluhan. 

Informan telah mengetahui 
mekanisme kegiatan 
Posbindu PTM di 
Puskesmas Kapasa 
khususnya di kelurahan 
Kapassa Raya. 

Proses posbindu PTM 
serupa dengan proses 
posyandu, yang menggunakan 
lima tahap pelayanan yang 
serupa  pelayanan lima meja; 
langkah-langkahnya 
yakni pendaftaran, 
penimbangan, pengisian KMS-
FRPTM, dan pelayanan 
kesehatan (Irmawati et al, 
2018). 

Pengetahuan akan 
mekanisme 
pelaksanaan 
Posbindu PTM 
sangat penting 
untuk menjalankan 
program tersebut 
supaya berjalan 
dengan baik. 

2 HJH, 50 thn sama dengan Posyandu lansia 
seperti timbangan badan dengan 
ukur badan dan pemeriksaan 
dilakukan oleh bidan. 

 
b. Menurut Bapak/Ibu, Bagaimana mekanisme pemberian sosialisasi serta koordinasi yang dilakukan pada implementasi kebijakan tentang Posbindu PTM 

Puskesmas Kapasa, Kota Makassar ? 

No Informan Data 
Emik 

Reduksi 

Konsep Emik Konsep Etik 
Preposisi 

1 SRR, 39 thn ada juga diberikan pelatihan ke 

kader tetapi hanya perwakilan setiap 

puskesmas. 

Pelaksanaan sosialisasi dan 
koordinasi dilaksanakan 
satu kali dalam setahun oleh 

Memberikan sosialisasi dan 
informasi tentang Posbindu 
PTM diharapkan dapat 

Sosialisasi dan 
pemberian informasi 
sangat penting 



 
 

 
 

2 HJH, 50 thn Pernah dilakukan sosialisasi tetapi 
hanya lakukan  di puskesmas bukan 
hanya mengenai  posbindu tetapi 
juga posyandu lansia. 

dinas kesehatan yang diikuti 
perwakilan kader kesehatan 
Posbindu PTM. 

mencegah dan 
menanggulangi penyakit tidak 
menular. Terbentuknya 
pengetahuan kader dan 
petugas kesehatan tentu akan 
meningkatkan pemahamannya 
sehingga pelaksanaan 
Posbindu PTM dapat 
terlaksana dengan baik 
(Ratnasari, 2020). 

untuk memberikan 
pengetahuan 
kepada pelaksana 
Posbindu PTM agar 
pelaksanaannya 
tepat sasaran dan 
tercapainya target- 
target pada 
Posbindu PTM di  
Puskesmas Kapasa. 

 
c. Menurut Bapak/Ibu, Bagaimana kejelasan dan keseragaman informasi kegiatan Posbindu PTM Puskesmas Kapasa, kota Makassar ? 

No Informan Data 
Emik 

Reduksi 

Konsep Emik Konsep Etik 
Preposisi 

1 SRR, 39 thn dilakukan sosialisasi sama petugas 
dari puskesmas, seperti sosialisasi 
pencegah kanker, penyakit menular 
dan tidak menular kadang pada saat 
pelaksanaan juga biasa 
disosialisasikan langsung ke warga 
pada saat pelaksanaan Posbindu. 

Petugas kesehatan di 
wilayah Puskesmas Kapasa 
pernah memberikan 
informasi dan sosialisasi 
pencegahan penyakit tidak 
menular kepada masyarakat 
dan kader kesehatan. 

Agar masyarakat yang 
menerima informasi dapat 
mengerti, informasi harus 
disampaikan secara jelas 
(Anita, 2022). 

Kejelasan informasi-
informasi mengenai 
Posbindu PTM 
sangat penting bagi 
pemahaman 
pelaksana pada saat 
kegiatan Posbindu 
PTM di Puskesmas 
Kapasa.  

2 HJH, 50 thn saya tidak ingat bagaimana 
detailnya tetapi pernah 
disosialisasikan. 

 
2. Sumber Daya 

a. Bagaimana argumen Bapak/Ibu, tentang sumber daya manusia yang tersedia pada kegiatan Posbindu PTM Puskesmas Kapasa, Kota Makassar ?   

No Informan Data 
Emik 

Reduksi 

Konsep Emik Konsep Etik 
Preposisi 

1 SRR, 39 thn Kader Posbindu ada 5 jadi 1 RW 
dipegang oleh 1 kader  utusan 
Posbindu. 

Adanya Ketersediaan 
sumber daya manusia 
khususnya kader pada 
Posbindu PTM di kelurahan 
Kapasa Raya.  

Kecukupan jumlah dan 
kemampuan kader Posbindu 
PTM merupakan indikator 
keberhasilan dalam 
implementasi posbindu di 
masyarakat dan institusi 
(Wulandari, 2022). 

Pelaksanaan 
Posbindu PTM akan 
berjalan dengan 
baik apabila tersedia 
dan kecukupan 
pelaksana 
khususnya kader. 



 
 

 
 

Kegiatan Posbindu 
PTM akan 
terhambat atau tidak 
berjalan program 
tersebut apabila 
kekurangan atau 
tidak tersedianya 
pelaksana 
khususnya 
ketersedian dan 
kecukupan kader 
kesehatan. 

 
b. Bagaimana pendapat Bapak/Ibu, mengenai sumber daya finansial (dana) berupa anggaran untuk pembiayaan operasional pada program Posbindu PTM di 

wilayah kerja Puskesmas Kapasa, Kota Makassar ?  

No Informan Data 
Emik 

Reduksi 

Konsep Emik Konsep Etik 
Preposisi 

1 SRR, 39 thn Kalau dananya sendiri biasanya dari 
pusat. Untuk dana intensif kami 
kadang kadang dikasih. 

adanya ketersediaan 
anggaran Posbindu PTM 
Puskesmas namun belum 
memadai. 

Pembiayaan kesehatan 
adalah tatanan berbagai 
upaya yang saling 
mendukung  dengan 
mengumpulkan, 
mendistribusikan dan 
mengeluarkan sumber daya 
secara terpadu  guna 
memperoleh tingkat kesehatan 
masyarakat yang ideal 
(Primiyani et al, 2018). 
 
 

Anggaran yang 
tersedia untuk 
mendukung program 
Posbindu PTM di 
wilayah kerja 
Puskesmas Kapasa 
dan menjamin 
penerapan kebijaka
n sebab tidak 
adanya dukungan 
anggaran yang 
memadai, kebijakan 
tidak akan berjalan 
dengan baik untuk 
mencapai tujuan 
dan sasaran. 

2 HJH, 50 thn Iya ada dari puskesmas setiap 3 
bulan sekali  tetapi selama corona 
tidak pernah dikasih intensif nanti 
bulan 7 kemarin baru ada dikasih. 

 
 
 
 



 
 

 
 

c. Bagaimana pendapat Bapak/Ibu, mengenai sumber daya waktu dan fasilitas pada kegiatan Posbindu PTM Puskesmas Kapasa, kota Makassar ?  

No Informan Data 
Emik 

Reduksi 

Konsep Emik Konsep Etik 
Preposisi 

1 SRR, 39 thn Sebulan sekali dan tidak menentu 
harinya tergantung dari petugas 
karena kami belum mandiri jadi 
kamu masih menumpang tempat 
pelaksanaan program Posbindu 
mengikut jadwal dan tempat 
pelaksanaan program kesehatan 
lainnya seperti posyandu balita dan 
posyandu lansia. 

Adanya ketersediaan waktu 
pelaksanaan Posbindu PTM  
yang dilakukan setiap 
sebula sekali di akhir bulan, 
namun fasilitas seperti 
sarana dan prasarana masih 
kurang memadai. 

Untuk meningkatkan 
keberhasilan program 
Posbindu PTM, tidak 
sekedar alat kesehatan yang 
diperlukan, melainkan juga 
bagian pendukung yang 
sangat penting yang dapat 
memengaruhi proses 
pelaksanaan program atau 
kebijakan (Ratnasari,2020). 

Setiap fasilitas 
kesehatan harus 
mempunyai fasilitas 
dan waktu 
pelaksanaan 
Posbindu PTM. 

2 HJH, 50 thn untuk pelaksanaanya dilakukan 1 
kali sebulan ditentukan oleh petugas 
dan untuk fasilitasnya seperti alat 
pemeriksaannya sudah rusak. 

 
3. Karakteristik Badan Pelaksana 

a. Bagaimana argumen Bapak/Ibu, tentang skruktur Organisasi pada kegiatan Posbindu PTM Puskesmas Kapasa, kota Makassar ? 

No Informan Data 
Emik 

Reduksi 

Konsep Emik Konsep Etik 
Preposisi 

1 SRR, 39 thn Iya,ada ketua, sekretaris dan 
bendahara. 

adanya stuktur organisasi 
pada program Posbindu 
PTM di wilayah kerja 
Puskesmas Kapasa. 

Proses implementasi akan 
terhalangan pada struktur 
birokrasi yang tidak 
mendukung (Anita, 2022).  

Struktur organisasi 
tentunya diperlukan 
untuk mengatur 
sumber daya atau 
pelaksana yang 
bertujuan agar 
melaksanakan suatu 
kegiatan dengan 
kondusif dan 
terkoordinasi 
dengan baik. 

2 HJH, 50 thn tidak ada dan bagus kalau dibuat 
strukturnya supaya ditahu. 

 
 
 



 
 

 
 

b. Bagaimana menurut Bapak/Ibu, mengenai mekanisme SOP (Standar Operasional Prosedur) yang berlaku pada kegiatan Posbindu PTM Puskesmas 

Kapasa, kota Makassar? 

No Informan Data 
Emik 

Reduksi 

Konsep Emik Konsep Etik 
Preposisi 

1 SRR, 39 thn pernah ada tapi sudah lama sekali  
setahu  saya tahun lalu  kayaknya 
atau awal-awal dibentuknya. 

Memiliki Standar 
Operasional Prosedur yang 
diberikan petugas kesehatan 
di wilayah kerja Puskesmas 
Kapasa. 

Dalam setiap kegiatan, konsep 
dituangkan ke dalam dokumen 
prosedur standar (Ratnasari, 
2020). 

Standar operasional 
prosedur (SOP) 
adalah suatu 
prosedur aktivitas 
terencana rutin 
untuk pelaksana 
melaksanakan 
kegiatan tersebut. 

2 HJH, 50 thn Diajar SOP nya seperti pemeriksaan 
tekanan darah, lingkar pinggang, 
penimbangan badan, mengukur 
badan dan sosialisasi tentang alur 
kegiatan Posbindu PTM tetapi  
dalam pelaksanaan cuma satu meja 
dipakai. 

 
c. Apakah ada koordinasi antara instansi/lembaga/lintas sektor terkait dalam melaksanakan Posbindu PTM Puskesmas ? 

No Informan Data 
Emik 

Reduksi 

Konsep Emik Konsep Etik 
Preposisi 

1 SRR, 39 thn Ada penyampaian bahwa dari 
awalnya biasanya dia bilang nanti 
ada akan terbentuk lagi posbindu 
semacam kayak poslansia jadi kalau 
yang pasti dari dinas terkait kayak 
petugas diinformasikan lebih dahulu 
baru dicari kadernya dan dari 
petugas yang mengkoordinasi 
dengan pihak setempat. 

1 informan berkoordinasi 
dengan kelurahan setempat 
dan 1 informan tidak 
berkoordinasi dengan pihak 
setempat. 

Dukungan tokoh masyarakat 
sangat penting dan mendorong 
perilaku. (Sicilia et al., 2018). 

Tujuan koordinasi 
adalah untuk 
meningkatkan 
pencegahan PTM  
melalui dukungan 
dan kerjasama 
antar instansi atau 
lembaga atau 
lintas sektor atau 
tokoh 
maasyarakat 
untuk mendukung 
terlaksananya 
Posbindu PTM di 
Puskesmas. 

2 HJH, 50 thn tidak ada dari kelurahan cuma dari 
Puskesmas saja. 

 
 



 
 

 
 

 
d. Apakah ada kegiatan pengawasan kegiatan Posbindu PTM Puskesmas ? 

No Informan Data 
Emik 

Reduksi 

Konsep Emik Konsep Etik 
Preposisi 

1 SRR, 39 thn Yaa cuma dari petugas kesehatan 
saja dari PKM. 

Terdapat pengawasan pada 
program Posbindu PTM dari 
Puskesmas Kapasa. 

Pengawasan merupakan proses 
kegiatan yang dilakukan untuk 
mengamati pelaksanaan 
kegiatan dan kesesuaiannya 
dengan rencana kerja yang telah 
ditetapkan dan mengadakan 
koreksi jika terjadi 
penyimpangan (Arifin et al, 
2021). 

Kegiatan 
pengawasan 
program Posbindu 
PTM Bertujuan 
untuk mengetahui 
progres dan 
diberikan saran 
pemecahan 
masalah apabila 
terdapat kendala-
kendala di 
lapangan. 

2 HJH, 50 thn Dari Puskesmas saja tapi pemegang 
programnya tidak hadir karena sakit. 

 
4. Disposis atau Sikap Pelaksana 

a. Bagaimana peran aktif pelaksana Posbindu PTM Puskesmas ? 

No Informan Data 
Emik 

Reduksi 

Konsep Emik Konsep Etik 
Preposisi 

1 SRR, 39 thn Kami membantu dan bekerjasama 
dengan petugas jadi kami mengatur 
pelaksanaan Program Posbindu 
tersebut.  

Kader berperan aktif dalam 
Pelaksanaan Posbinndu 
PTM di wilayah kerja 
Puskesmas Kapasa. 

Kader adalah faktor 
fundamental dari masyarakat 
danberkewajiban bakal memban
tu petugas kesehatan 
menaungi kesehatan 
masyarakat (Sicilia et al., 2018). 

Keaktifan kader 
pada pelaksanan 
mendukung 
terlaksananya 
Posbinndu PTM di 
Puskesmas. 

2 HJH, 50 thn Iyaaa kami turun langsung 
melaksanakan program Posbindu. 

 
b. Bagaimana komitmen pelaksana Posbindu PTM Puskesmas ? 

No Informan Data 
Emik 

Reduksi 

Konsep Emik Konsep Etik 
Preposisi 

1 SRR, 39 thn alhamdulillah sangat mendukung 
karena sebenarnya dari yang tidak 
tahu dengan ikutnya program ini 
menjadi tahu kayak adanya 

Kader Posbindu PTM telah 
berkomitmen untuk 
mencegah dan 
penanggulangan penyakit 

Keahlian pelaksana kebijakan 
publik saja tidak akan cukup 
untuk menerapkan kebijakan; 
mereka harus bersedia dan 

Implementasi 
kebijakan akan 
berjalan dengan 
efektif apabila di 



 
 

 
 

pelatihan-pelatihan ataupun 
penyuluhan dari petugas. 

tidak menular pada 
Posbindu PTM di 
Puskesmas Kapasa. 

berkomitmen untuk 
melakukannya (Permata, et 
al.,2023). 

dukung oleh sikap 
dan komitmen 
pelaksana 
khusunya kader. 

2 HJH, 50 thn iya mendukung program Posbindu 
tersebut. 

 
c. Apakah ada kendala pelaksanaan tugas, wewenang dan tanggung jawab terkait Posbindu PTM Puskesmas ? 

No Informan Data 
Emik 

Reduksi 

Konsep Emik Konsep Etik 
Preposisi 

1 SRR, 39 thn Ya banyak kendalanya. Pertamanya 
itu edukasi ke masyarakat salah 
satu kendalanya kalau dari alat 
kendalanya yang kurang seperti 
timbangan kadang macet-macet 
kadang juga itu alatnya masih minim 
sekali itupun ada kalau ada 
petugasnya begitu  sedangkan dana 
itu kalau dibilang kendala dana 
biasa dikasih biasa tidak diberikan 
begitu. 

Masih terdapat kendala-
kendala dalam pelaksanaan 
Posbindu PTM  

Faktor penting lainnya dalam 
pelaksanaan implementasi 
kebijakan merupakan fasilitas. 
Tanpa fasilitas dan anggaran, 
pelaksanaan kebijakan tidak 
akan berhasil (Irmawati et al, 
2018) 

Kurangnya 
kesadaran 
masyarakat dan 
tidak adanya 
fasilitas di 
kegiatan Posbindu 
PTM akan 
menghambat 
terlaksananya 
program tersebut. 

2 HJH, 50 thn Cuma timbangan dengan ukur 
badan yang belum ada. pernah  ada 
sebelum corona kayaknya tapi rusak 
dan belum ada diganti sampai 
sekarang. 

 

 

 

 



 
 

 
 

MATRIKS HASIL WAWANCARA PENELITIAN KUALITATIF ANALISIS IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PROGRAM 

POS PEMBINAAN TERPADU PENYAKIT TIDAK MENULAR DI WILAYAH KERJA PUSKESMAS KAPASA KOTA 

MAKASSAR 

(INFORMAN PENDUKUNG) 
(MASYARAKAT YANG MENGIKUTI KEGIATAN POSBINDU PTM DI WILAYAH KERJA PUSKESMAS KAPASA) 

 
1. Komunikasi  

a. Bagaimana argumen Bapak/Ibu, tentang kejelasan kegiatan Posbindu PTM Puskesmas Kapasa, kota Makassar ? 

No Informan Data 
Emik 

Reduksi 

Konsep Emik Konsep Etik 
Preposisi 

1 LIA, 53 thn sama dengan Posyandu Lansia alur 
nya itu pertama menimbang, 
mengukur terus ke petugas untuk 
pemeriksaan gula, dan pemeriksaan 
tekanan darah dan kalau sakit saya 
langsung pergi ke puskesmas atau 
ke dokter. 

Pelaksanaan Posbindu PTM 
sudah dilaksanakan namun 
kurangnya sosialisasi dan 
informasi dari petugas 
kesehatan maupun kader 
Posbindu kepada masyarakat 
dimana pelaksanaan posbindu 
PTM digabungkan dengan 
program Posyandu Lansia 
sehingga presepsi masyarakat 
kegiatan tersebut hanya untuk 
Lansia. 

Seseorang yang 
mempunyai pengetahuan 
yang baik 
mengenai kesehatannya 
akan memahami kesehatan 
dan melaksanakan apa yang 
diketahuinya (Fitriani dan 
Anriani, 2018). 

Kesadaran dan 
pengetahuan 
masyarakat di 
kelurahan kapasa 
raya melalui 
sosialisasi dan 
informasi berkala 
tentu akan 
menigkatkan 
partisipasi ke  
posbindu PTM di 
Puskesmas Kapasa 
akan kesehatan 
khusunya penyakit 
tidak menular. 

2 HAJ,53 thn seperti periksaan lansia alurnya 
pertama mendaftar kemudian 
ditimbang, diukur tinggi badan 
kemudian menunggu untuk 
pemeriksaan darah dan gula. 
Apabila pemeriksaan darah atau 
gula hasilnya tinggi langsung 
diberikan edukasi atau diberikan 
obat atau di sarankan ke puskesmas 
untuk pemeriksaan lebih lanjut. 

3 SAN, 59 thn Sama dengan posyandu lansia. 

 
 
 
 



 
 

 
 

2. Sumber Daya 
a. Bagaimana argumen Bapak/Ibu, tentang sumber daya manusia (Kader dan Petugas PTM Puskesmas) yang tersedia pada Posbindu PTM Puskesmas 

Kapasa, kota Makassar ? 

No Informan Data 
Emik 

Reduksi 

Konsep Emik Konsep Etik 
Preposisi 

1 LIA, 53 thn Iya baik  semua pelayanannya Pelayanan sumber daya 
manusia pada pelaksanaan 
Posbindu PTM yang baik 

Selama implementasi 
program, kualitas sumber 
daya harus diperhatikan 
(Pratama et al, 2020). 

Pelayanan sumber 
daya manusia pada 
kegiatan Posbindu 
PTM di Puskesmas 
Kapasa sudah baik 
akan mendukung 
Program tersebut. 

2 HAJ,53 thn Ya baik Petugasnya. 

3 SAN, 59 thn Baik semua petugasnya. 

 
b. Apakah Bapak/Ibu, mengetahui sumber daya finansial (dana) berupa anggaran untuk pembiayaan operasional kegiatan Posbindu PTM Puskesmas 

Kapasa, kota Makassar ?  

No Informan Data 
Emik 

Reduksi 

Konsep Emik Konsep Etik 
Preposisi 

1 LIA, 53 thn Tidak tidak tahu Ketidak tahuan masyarakat 
dalam ketersediaan anggaran 
pada pelaksanaan Posbindu 
PTM. 

Pendanaan merupakan 
aspek penting dalam 
program keberlanjutan 
kesehatan (Wulandari, 
2022). 

Informasi tentang 
anggaran sangat 
penting pada 
kegiatan Posbindu 
PTM di Puskesmas 
Kapasa. 

2 HAJ,53 thn Tidak tahu 

3 SAN, 59 thn Tidak tahu 
 

 
c. Bagaimana pendapat Bapak/Ibu, mengenai sumber daya (waktu) kegiatan Posbindu PTM Puskesmas Kapasa, kota Makassar ? 

No Informan Data 
Emik 

Reduksi 

Konsep Emik Konsep Etik 
Preposisi 

1 LIA, 53 thn Iya di rumah pak RW 06 karena luas 

tempatnya. 

pelaksanaan posbindu PTM 
yang  digabungkan dengan 
kegiatan posyandu Lansia 
dapat dikatakan sudah 
terpenuhi dengan 
dilaksanakan satu bulan sekali 
diakhir bulan. 

Keberhasilan pelaksanaan 
Posbindu PTM 
membutuhkan dukungan 
sarana dan prasarana yang 
cukup (susilawati et al, 
2021). 

Kebijakan Posbindu 
PTM di wilayah 
Puskesmas Kapasa 
telah berlangsung ti
ap bulan. 

2 HAJ,53 thn setiap akhir bulan dan tempatnya di 
rumah Pak RW 06. 

3 SAN, 59 thn setiap diawal bulan dan 
pemberitahuannya lewat mesjid 
bahwa akan diadakan pemeriksaan 
Lansia di rumah pak RW 06 



 
 

 
 

3 Disposis atau Sikap Pelaksana 
a. Bagaimana menurut Bapak/Ibu, mengenai sikap petugas kesehatan terhadap memberikan layanan medis  ? 

No Informan Data 
Emik 

Reduksi 

Konsep Emik Konsep Etik 
Preposisi 

1 LIA, 53 thn yaa,baik. iya bagus. Sikap pelaksana pada 
program posbindu PTM 
sangat baik kepada 
masyarakat kapasa raya. 

Kesediaan para pelaksana 
untuk 
mengerjakan kebijakan 
publik yang berkaitan 
dengan disposisi (Permata, 
et al.,2023) 

pelaksanaan 
kebijakan Posbindu 
PTM di Puskesmas 
Kapasa akan 
terlaksana efektif 
apabila di dukung 
oleh sikap dan 
komitmen pelaksana 
yang baik. 

2 HAJ,53 thn yaa baik semua. 

3 SAN, 59 thn iya,baik.Bagus pelayanannya. 

 
b. Menurut Bapak/Ibu, apa manfaat yang diperoleh atau yang dirasakan selama mengikuti kegiatan Posbindu PTM  Puskesmas Kapasa, kota Makassar ? 

No Informan Data 
Emik 

Reduksi 

Konsep Emik Konsep Etik 
Preposisi 

1 LIA, 53 thn iya bersyukur sekali dengan adanya 

kegiatan tersebut saya mengetahui 

tekanan darah saya. 

Pelaksanaan Posbindu PTM 
memberikan manfaat kepada 
kesehatan yang terkontrol dan 
baik kepada masyarakat 
kapasa raya. 

Posbindu PTM dibentuk oleh 
dan untuk masyarakat untuk 
mencegah PTM sedini 
mungkin. 

Kegiatan Posbindu 
PTM didambakan 
guna menaikkan 
kesadaran 
masyarakat Kapasa 
Raya untuk 
mendeteksi dini 
masalah kesehatan 
khusunya penyakit 
penyakit tidak 
menular.  

2 HAJ,53 thn iya senang tiap bulan dilakukan 
pemeriksaan tekanan darah dan 
gula. 

3 SAN, 59 thn ya bagus untuk kesehatan saya. 

 
c. Menurut Bapak/Ibu, apa harapan kedepannya pada kegiatan Posbindu PTM Puskesmas Kapasa, kota Makassar tersebut, sebutkan harapanya ? 

No Informan Data 
Emik 

Reduksi 

Konsep Emik Konsep Etik 
Preposisi 

1 LIA, 53 thn Mudah-mudahan tambah baik 
pelaksanaanya. 

Pelaksanaan Program 
Posbindu  PTM diharapkan 
semakin kompleks 

Untuk mencegah penyakit 
tidak menular, Posbindu 
PTM merupakan alat yang 

Pelaksanaan 
Posbindu PTM di 
puskesmas Kapasa 2 HAJ,53 thn Semoga pelaksanaan tersebut lebih 



 
 

 
 

banyak lagi pemeriksaannya. pemeriksaan kesehatannya. mudah diakses oleh 
masyarakat. 

diharapkan  
kedepannya lebih 
baik. 

3 SAN, 59 thn Harapannya dengan adanya 
program tersebut kesehatan kita 
lebih baik. 
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REKOMENDASI PERSETUJUAN KODE ETIK PENELITIAN 
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SURAT IZIN PENELITIAN DARI KAMPUS 
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SURAT IZIN PENELITIAN DARI PTSP PROVINSI 
SULAWESI SELATAN 
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SURAT IZIN PENELITIAN KE DINAS KESEHATAN KOTA MAKASSAR 
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SURAT IZIN PENELITIAN KE PUSKESMAS KAPASA 
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SURAT IZIN PENELITIAN KE KELURAHAN KAPASA 
DAN KAPASA RAYA 
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SURAT PERSETUJUAN MENJADI INFORMAN PENELITIAN 
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